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ABSTRAK 
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Pemulihan aset hasil korupsi melalui sistem hukum nasional memiliki 

kedudukan yang strategis, instrumen hukum pidana Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi..Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Istilah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis pada 

penulisan hukum ini adalah sifat penelitian preskriptif. Tipe pendekatan 

perundang-undangan Tipe pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang 

dihadapi. Tipe pendekatan konseptual Tipe pendekatan ini dilakukan ketika 

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum adanya aturan 

hukum untuk masalah yang dihadapi. Proses pengembalian kerugian keuangan 

negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu 

yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari 

tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi. 

pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam 

suatu putusan pengadilan. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan 

ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Maksimal lamanya penjara 

pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi 

ancaman pidana pokok pelaku tindak pidana korupsi patut dijatuhi pidana 

tambahan berupa uang pengganti yang diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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ABSTRACT 

Keywords: State losses; Corruption; Supplementary Penalty Replacement 

A number of tactics have been used to recover assets obtained through 

corruption; one particularly useful tactic is the recovery of assets through the 

national legal system, as evidenced by Act No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 

on the Elimination of Criminal Prosecution of Corruption. This is especially 

important when it comes to the rehabilitation of assets that have been obtained 

through corruption.Normative legal research is the kind of study that this is. 

Research normative law is the word. Prescriptive research is the type of research 

that the author employed to write this law. What kind of conceptual strategy This 

type of approach occurs when a researcher stays inside the current legal 

framework because there isn't a legal guideline that addresses the issue at hand. 

Due to a number of legal procedures that must start at the stage of investigating 

state losses connected to corruption crimes, the process of compensating the state 

for its financial losses through the provision of replacement funds actually takes a 

long time.. Therefore, the prosecutor has the right to seize evidence beginning 

with the investigation, prosecution, and incrimination ruling. The maximum 

sentence for which replacement money may be withheld must be more than the 

real risk of committing a crime against the specified article. From a just 

perspective, it makes sense that those who commit acts of corruption that cause 

the State to suffer financial losses should also face additional penalties, such as 

the compensation specified in article 18 of Act No. 20 of 2001 on Amendment of 

Law No. 31 of 1999 on the Repression of Corruption Punishment. 
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